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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun 

dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil Judul “PENEGAKAN 

HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA 

YANG DI LINDUNGI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 

TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA”. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang 

ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai 

sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan 

baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga 

dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu 

sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat 

diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka 

dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

UPN “Veteran” JawaTimur. 

2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. 

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. 

vi 



 

 

 

 

6 

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. 

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H.,  selaku Koordinator Program Studi 

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. 

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing baik 

selama menempuh mata kuliah maupun selama penelitian skripsi di 

Fakultas Hukum. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur. 

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur.  

9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Mamah saya dan (Alm) Ayah 

saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu 

memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Nenek penulis dan saudara sepupu saya tazah yang senantiasa memberikan 

doa dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan studi. 

11. Keluarga Penulis yang senantiasa  membantu mendoakan penulis dalam 

menyelesaikan studi. 

12. Semua orang yang telah memberikan dukungan serta do’a untuk penulis 

agar dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Terkasih dan tersayang, Abang saya Terimakasih untuk selalu ada 

disamping penulis dalam suka maupun duka, senantiasa bersabar 

vii 



 

 

 

 

7 

menghadapi penulis, dan telah mendukung penulis hingga dapat 

menyelesaikan studi. 

14. Teman-teman KKN Kelompok 21 Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2019 yang telah 

memberikan pelajaran untuk saling menghargai satu dengan yang lain. 

15. Terima kasih kepada seluruh sahabat tercinta saya Monica, Putriikey, Julia 

Wulandari, Dings, dan Teman Teman Seangkatan 2016 di Fakultas 

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan 

do’anya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan 

dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap 

kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap proposal skripsi ini. 

Penulis berharap agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum. 

 

      Surabaya,  23 April 2020 

 

         Penulis 

 

viii 



 

 

 

 

8 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................   i 

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................   ii 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................   iii 

HALAMAN REVISI ...................................................................................   iv 

SURAT PERNYATAAN ............................................................................   v 

KATA PENGANTAR .................................................................................   vi 

DAFTAR ISI ...............................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL .......................................................................................   xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................   xiii 

ABSTRAKSI ...............................................................................................   xiv 

BAB I  PENDAHULUAN .......................................................................   1 

1. 1 Latar Belakang .......................................................................   1 

1. 2 Rumusan Masalah ..................................................................   6 

1. 3 Tujuan Penelitian ...................................................................   6 

1. 4 Manfaat Penelitian .................................................................   6 

1. 5 Kajian Pustaka .......................................................................   7 

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ..............   7 

1.5.1.1 Pengertian Penegakan Hukum .........................   7 

1.5.1.2 Faktor-faktor Penegakan Hukum .....................   8 

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Satwa Yang 

Dilindungi .....................................................................   11 

ix 



 

 

 

 

9 

1.5.2.1 Pengertian Satwa .............................................   11 

1.5.2.2 Pengertian Perdagangan Satwa ........................   13 

1.5.2.3 Bentuk Sanksi Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Satwa Yang Dilindungi ..............   16 

1.5.2.4 Penetapan Jenis Satwa .....................................   17 

1.5.2.5 Jensi-jenis Satwa Yang Dilindungi ..................   18 

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan BKSDA dan 

POLDA Jatim ...............................................................   21 

1.5.3.1 Kewenangan BKSDA ......................................   21 

1.5.3.2 Kewenangan POLDA Jatim .............................   23 

1. 6 Metode Penelitian ..................................................................   24 

1.6.1 Jenis Penelitian ...........................................................   24 

1.6.2 Sumber Data ...............................................................   25 

1.6.3 Metode Pengumpulan Data .........................................   27 

1.6.4 Metode Analisis Data ..................................................   28 

1.6.5 Lokasi Penelitian ........................................................   29 

1.6.6 Waktu Penelitian.........................................................   29 

1.6.7 Sistematika Penulisan .................................................   29 

BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  

 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG 

DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  

 NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA  

 ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA................................   32 

x 



 

 

 

 

10 

2.1 Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh BKSDA dan  

 POLDA Jatim  ........................................................................   32 

2.2 Analisa Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak  

 Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Apakah Sudah  

 Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku .................................   48 

BAB III HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI ...................   56 

3. 1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap 

 Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi. ..................................   56 

3. 2 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya 

Alam dan POLDA Jatim dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perdangangan Satwa Yang dilindungi ..   60 

BAB IV  PENUTUP  ........................................................................   66 

4.1 Kesimpulan  ........................................................................   66 

4.2 Saran   ........................................................................   68 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

xi 



 

 

 

 

11 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Data penanganan dari tindak pidana satwa yang di tangani oleh 

Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Jajaran  pada Tahun 2018...........  42 

Tabel 2 Data penanganan dari tindak pidana satwa yang di tangani oleh 

Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Jajaran  pada Tahun 2019...........  46 

 

 

xii 



 

 

 

 

12 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi 

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi 

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I 

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II 

Lampiran 5 :  Lembar Revisi Penguji III 

 

xiii 



 

 

 

 

13 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA 

TIMUR FAKULTAS HUKUM 

Nama Mahasiswa   : Indira Novia Fernanda 

NPM     : 1671010104 

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Juni 1998 

Program Studi    : Strata 1 (S1) 

Judul Skripsi    :  

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN 

UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI 

SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA” 

ABSTRAKSI 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi 

berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekositemnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas 

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari 

literatur, peraturan yang berlaku, dan wawancara dengan pihak yang terkait. Hasil 

dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh 

BKSDA dan Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang 

dilindungi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekositemnya. Hanya saja undang-undang tersebut belum berjalan 

dengan maksimal karena sanksi  dari pelaku perdagangan satwa yang dilindungi 

tidak menimbulkan efek jera, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Sanksi tersebut tidak sebanding dengan 

biaya untuk perawatan satwa dan juga kerugian yang diderita negara dalam bentuk 

biaya rehabilitasi satwa. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

perdagangan satwa kurangnya kesadaran masyarakat dari bahaya satwa 

populasinya semakin menurun. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak 

hukum untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

perdagangan satwa menambah personil penyidik BKSDA yang mempunyai 

keahlian dibidang perlindungan satwa dan melakukan giat rutin patroli, dan 

melakukan sosiali larangan perburuan satwa  kepada masyarakat. 

 

Kata kunci : Penegakan Hukum, dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi. 
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